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Absttact
Expressing justice in law reality will never can penetrate sease of justice
because li,fe of construction have by modern life consequence whieh is materialistis
and tend to do hot want to strain after, paradigm of positiyishl irr the folm of ',
modern law" legal of Menampakan character Positivistik. Molalitas to guide to
action in role ofjudge, suggesting to human being to discontikue, to taking rcvise
and rcorganize peran-2 which forming society in cultute which is capitalist and
materialislis and also not give assessment. Moral ideally eam critical mereJleksi [ofl
problem punish which aot be ansv,ered by modent lavr. To this is ,rroral stud!
becoae important discourse punish ut is not phtihlde ogsin. In paradigt of
Kohstruktivisme v)hich carrying Postmodernisme as restutance in philosophy of
hermereutika in the rcality have troject.'n, with paradigm ofAistotellian about how
its law [of] lew whtch botltfor givirrgjustice.
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I. PTNDAIIUI,UAN
I(otldview modem, b€serta tatanan
sosial yang dihasilkarurya, temyata telah
melahirkan berbagai konsekuensi buuk
bagi kehidupan manusia dan alam.
Worldview di Indonesia dapat di-
amati denga[ banyaknya fenomcna alarB
banjir yang terus menerus, tanah longsor,
dan bencana alam yang silih berganti.
Hilangnya otoritas moral, relegius dari
orientasi kehidupan materialistis telah
menuai, tumbuh subum;,a korupsi oleh
praktik suap, (Indonesia No 1), penye-
lenggara negara (pejabat publik dad pene-
gak hukum) disemua sektor kehidupan.
Kehidupan Jree re.x. de[gan kawin cerai,
nikah siri, perselingkuhan. Narkotik4 dan
meningkatnya berbagai modus kejabatan
anak, membemxkan hilaognya martabat
kernanusiaan.
Para pelaku berupaya agar per-
buatannya tidak diketahui dan tidak ter-
jamah oleh hukuq menutupi per-
buatannya dengan rnelemahkan hukunl
'lnen}1.rap", berkolusi ataupun "grati-
fikasi" kqrada Penegak hukum agar brsa
terlepas dari sanksi hukurn (Ketika
pejabafpejabat korup menyuap dan
memberi (grativikasi) kepada penegak
hukur4 maka kalau yang disuap hakinl
maka hakim tersebut adalah hakim korup
karena telah berkolupsi. Lihat Pasal 6 ayat
(1), dar ayat (2) dan Pasal 12 c Undang-
